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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 

2015 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN 

DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, 

DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2015; 

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang; 
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c. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum Rapat 

Dengar Pendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

PW/14951/DPR RI/IX/2016 tanggal 8 September 2016, 

hal Penyampaian Kesimpulan Rapat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, 

Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang  

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
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Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,  

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Komisi  Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 

Tahun 2008; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan 

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 669); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG NORMA, STANDAR, 

PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN 

PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN 
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PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA. 

   

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, 

Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian 

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 669), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 7 diubah, 

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan 

suara dalam Pemilihan. 

(2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan 

suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) 

buah pada setiap TPS. 

(3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan 

suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang 

dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) 

buah pada setiap TPS. 

(4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan 

suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota 
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